BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) II

yang dilaksanakan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten

Kediri selama 5 (lima) minggu, kami dapat mengambil beberapa

kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1.

Pada saat pelayanan administrasi masih manual, sehingga kurang
efektif.

Penerapan Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
di UPTD Kabupaten Kediri belum dilaksanakan secara maksimal,
karena hanya melakukan dua pemeriksaan yaitu pada saat uji rem
dan uji kolong.

Perawatan dan pemaliharaan alat uji sudah dilakukan dengan baik
oleh pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri,
namun alat uji brake tester sudah lama belum diganti sehingga
kinerja alat tersebut menurun dan menghambat proses pengujian.
Penerapan Kalibrasi perawatan alat uji di UPTD Pengujian
Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan aturan
yang berlaku, yaitu melakukan Kalibrasi satu tahun sekali.
Pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
belum diterapkan secara maksimal diantaranya belum ada kebijakan
mengenai K3, serta kurangnya kesadaran penguji dalam
penggunaan alat pelindung diri (APD).

Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten
Kediri sudah memenuhi syarat.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan guna meningkatkan dan mengoptimalkan

pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada UPTD Penguijian

Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri, kami menyarankan :

1. Administrasi pada pelayanan sebaiknya menggunakan komputerisasi

SIM PKB atau mengikuti inovasi terbaru seperti BLUe.
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. Sebaiknya peralatan uji di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Kabupaten Kediri di gunakan semua agar hasil uji lebih maksimal
dan akurat.

Perlu diadakannya pengantian alat uji brake tester, karena alat ini
berpengaruh besar dalam proses pengujian kendaraan bermotor.
Penarapan kalibrasi yang sudah baik agar dipertahankan, sehingga
mampu mendapatkan hasil uji yang akurat.

Dalam melaksanakan K3 maka diperlukan pedoman khusus
diwujudkan dengan pembuatan kebijakan atau tata tertib. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan membuat anggaran dana untuk
pelaksanaan pelatihan K3 dan sosialisasi mengenai manfaat
kegunaan APD serta menerapkan komitmen para penguji dalam
penggunaan APD.

Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah
memenuhi syarat agar dipertahankan, sehingga mutu pelayanan

terjaga dengan baik.
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